PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUS| PEMERIKSAAN ALAT PEMADAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

; isipasi  lerjadinya
Menimbang : 2. bahwa dalam rangka untuk mengantisipas!
" kebakaran dalam daerah, maka perlu lersedianya pemadam

kebakaran;

b. bahwa agar dapal berfungsinya alat pemadam Heba;:ran
perlu pemeliharaan terhadap elal pemadam kebakaran
tersebut,

c. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah unluk
pemeriksaan alat pemadam kebakaran dapat dipungut
Relribusi.

d. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, dan ¢ di atas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembenlukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran MNegara Republik Indonesia
tahun 1957 Nomar 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 temang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1981
Nomer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209},

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hdup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3699); Negara

4. Undang-Undang Nomar 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 154, Tambahan Lembaran Neqara R '
sidslfio eq epublik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak D
Unda aerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran MNegara Fiha;;u?ﬂ:nlih:I Indonesia

Tahun 20089 Nomor 130 . Tamhah
Republik Indonesia Momaor 5049}.-"1 ahan Lembaran MNegara

6. Peraturan Pemerintah Momor 29 tenian
1 g Analise Menganaij
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 3338);

R E————




7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang
Pembagian Urusan Pemeriniahan  Antara  Pemenntah,
Pemenntah Daerah  Provinsi dan  Pemerinlah  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3747);

B. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jems dan Bentuk Produk Hukum Daerah,

9. Pemluran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
lentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG

RETRIBUS!I PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Lebong;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan,

Kepala Daerah adalah Bupali Lebong;

bak yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi, persecrangan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Nepgara atau daerah dengan nama dan dalam benluk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenrs,
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap sera benluk badan lainnya;

Alat Pemadam Kebakaan adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk
mencegah dan memadamkan kebakaran;

Permenksaan alau pengupan alal pemadam kebakaran adalah tindakan dan
atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam
kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
dibenkan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepenlingan dan
kemanfaalan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan’

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran selanjutnya dapat disingkat
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah
Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimilikki dan atau
dipergunakan oleh masyarakat;

- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau

menguasai al.':at pemadam kebakaran yang menurul peraluran perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi:

10.Masa retribusi adalah jangka wakiu tertentu yang merupakan batas waktu

bagi wajib rehibusi untuk memanfastkan jasa pelayanan pemeriksaan alat
pemadam kebakaran;



i

11 Sural Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPAORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajb relnbusi unruk
melaporkan data objek relribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut peraluran perundang-undangan retnbusi
daerah;

12.Surat Keletapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat _SHI-'_&_D
adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

13.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkal STRD,_sdalah suratl untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda;

14.Surat keputusan keberatan adalah surat kepulusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

15.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran alas 535:
atau pemberian izin tertenlu yang khusus disediakan dan atau dibenkan ole
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

16.Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus
dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan
pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran refribusi maupun sanksi
administrasi.

17.Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarmmya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah
atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;

18.Nomor Pokok Wajib Retribusi daerah yang disingkat NP'-._NHD E}_dalahrl"tﬁl'ld‘lﬂr
waijib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wa jib retribusi;

19.Masa Retribusi adalah sualu jangka yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi;

20.Sural Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjulnya disingkat SPTRD
adalah surat yang digunkan oleh wajib retnbusi untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran relribusi yang lerutang menurut peraturan
retribusi;

21 Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati,

22.Surat Ketetapan Relribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB,
adafah surat keputusan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.

23.Sural Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besamya retribusi yang
terhutang;

24, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan
lambahan atas jumiah retribusi daerah yang telah ditetapkan;

25.Sural Keputusan Keberatan adalah surat kepulusan keberatan lerhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan cleh
walib retribusi;



an Relribusi Daerah adalah serangkaian keglatan pemungutan

i | sural
(elnbusi daerah yang diawali dengan penyampalan surat peringatan,

ieguron  yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar
retribusi sesuai dengan jumiah retribusi yang terutang.,

tanq Retribusi Daerah ad ' JIribusi yang tercanium pada
27.Utang adalah sisa hutang retribust Y sl ainnye

STRD, SKRDKB, atau SKRDBT yang belum kadaluarsa dan re
yang masih terulang;

mencari, mengumpulkan
lainnya dalam rangka

h berdasarkan peraturan

29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
dan mengelolah data dan atau keterangan
pengawasan kepaluhan kewajiban retribusi daera
perundang-undangan Retribusi Daerah;

20 Penyidikan Tindak Pidana dibidang Relribusi Daerah adalah serangkaian
indakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neger Sipil yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti fu membual terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi
serla menemukan tersangkanya,

30, Sural Setoran Retribusi Daerah yang selanjulnya disingkat SSRD adalah
surat yang digunakan oleh wajib relribusi untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketermnpat
pembayaran lain yang ditetapkan cleh Bupati;

singkat SKRDLBE,
ijhan pembayaran
esar dari pada

31.Surat Ketetapan Relribusi Daerah Lebih Bayar, yang di
adalah surat keputusan yang menentukan jumiah keleb
Retribusi karena jumlah karena jumiah kredit retribusi lebih b

retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.

32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dis_ingl-cat
SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang

terhutang.

13 Sural Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkatSKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan

tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;

34.5urat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan lerhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, atau

tethadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan cleh
waljib retribusi;

35.Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan
retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian sural peringatan, surat
teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar

retribusi sesual dengan jumlah retribusi yang terutang;

36.Utang Retribusi Daerah adalah sisa hutang retribusi yang tercantum pada
STRD. SKRDKB, atau SKRDBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi

lainnya yang masih terutang;

37.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
den mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah;

38.Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
dlsel?ryt Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukli yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya,;



BAB Il
KETENTUAN PEMAKAIAN PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 2

(1) Setiap bangunan Gedung, Hotel, Kantor, Toko, Gudang dan bangunan
lainnya yang dipergunakan sebagai tempal mengelolah/menghimpun/
memperbaik/menjual barang-barang serta bangunan yang dipergunakan

untuk fasiltas publik dengan segala peruntukannya wajib memiliki alat
pemadam kebakaran;

(2) Jumiah racun api yang harus dimiliki setiap bangunan sebagaimana
dimaksud ayal (1) ditetapkan berdasarkan luas lantai bangunan dengan
kelenluan sebagai berikut ;

a. Luasbangunan 1s/d20m® - racun api jenis busa isi 20 Itr/serbuk
berat 6 kg

b. Luas bangunan 21s/d40m? : racun api jenis busa isi 30 Mtr/serbuk
berat 10 kg

c. Luasbangunan 41s/d60m? - racun api jenis busa isi 40 lr/serbuk
berat 15 kg

d. Luas bangunan 61s/d 100 m® : racun api jenis busa isi 50 ltr/serbuk

_ , berat 20 kg o
e. Diatas 100 m +  ditambah 1 (satu) buah racun apr jenis

busa isi 20 Itr/serbuk berat 6 Kg untuk
setiap 20 m’® kelebihannya

(3} Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilempatkan
pada bagian bangunan yang mudah dijangkau.

BAE Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemenksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungul
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemerksaan dan atau pengujian
alat pemadam kebakaran.

Pasal 4

Objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh
Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan
dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pnbadi atau badan yang memperoleh pelayanan
pemeriksaan alat pencegah dan pemadam kebakaran

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Reltribusi
Jasa Umum

BABYV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi dan jumiah alat
pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji



BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal B
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tariff retnrll:lusl
didasarkan Pﬂda I|.IJj|..I-H|"| untuk menutup hlE‘}’ﬂ pen?ﬂmnggaman pﬂlﬂ‘,ﬂ‘ﬂl‘la

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah blaya penyediaan peralatan,
segel, operasional dan pemeliharaan.

BAB VIl
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Strukiur dan besarnya tarip digolongkan berdasarkan
pemadam kebakaran

jenis dan ukuran alat

(2) Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai benkut ¢

a. Jenis busa
- Tabungisi 1s/d 20 lter Rp 7.500,-/Mahun
- Tabung isi 21 s/d 50 liter Rp  15.000-/Tahun

- Tabung isi lebih dari 50 kter Rp  25.000,Tahun

b. Jenis serbuk
- Tabung Berat 1 s/d 6 Kg Rp  5.000./Tahun
- Tabung Berat 7s/d 19 Kg Rp  10.000.-Tahun
. Tabung Berat lebihdan 20 Kg  Rp 25.000,-Tahun

(3) Dalam komponen tanf tidak termasuk biaya penambahan dan atau
penggantian bahan dan alal-alat.

Pasal 10

(1) Tarif Retribusi Pemenksaan Alat Pemadam Kebakaran ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayal (1) dilakukan
dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian,

(3) Penerapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dengan Ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupali.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempal pelayanan diberikan

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12
Masa retribusi adalah jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan

Pasal 13

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain
Yang dipersamakan.



BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14
(1) Wajib retribusi wajib mengisi SP4ORD

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk isi serta cara pengisian dan penyampaian SPJORD sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lainnya yang dipersamakan

{2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) ditetapkan oleh
Bupati

BAB XIl
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan

BAB XIN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasa 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa :

. Teguran lisan

. Teguran tertulis

. Penggantian sementara atau letap kegiatan usaha yang dilaksanakan

O oW

d. Pembekuan izin usaha
e. Pencabutan jzin usaha
BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) sejak

ds'r_treF;taiu-tannya SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebaqgai ' :
gamana dimaksud ayat (2) diatu
dengan peraturan dan atau Keputusan Bupati VAt (<) Siwr
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BAB XV
KEBERATAN

Pasal 19

Waijib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada E:JF:‘z" ﬂa‘ﬁ;
pejabat yang dilunjuk atas SKRD atau dokumen yang 1ain ¥
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan drseral
alasan-alasan yang jelas;

Dalam hal wajib refribusi mengjukan keberatan atas ketetapan re;;?buusgti
wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan ¥
tersebut

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) _Itf'-:j';f:
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SHRDI{Ed ;
SKROLB diterbitkan, keculai apa bila wajib retribusi lertentu dﬂpﬂ
menunjukan bahwa jangka wakiu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kemampuannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 5E_bagaimana dimaksuril_l _pﬂdg
ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak dianggap sebagai sural keberatan, sehingg
tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan lidak menunda kewajiaban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagiaha retribusi.

Pasal 20

Bupali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak langgal surat
keberatan diterima harus memberikan kepulusan atas keberatan yang
diajukan

Keputusan Bupati atas keberalan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besamya retribusi yang terutang

Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati lidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diteriman

permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) barus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberi suatu kepulusan, permchonan pengembalian

hetehih_am retibusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waklu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib relribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembe_uyaran retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebaqaim da ayat (1
dilakukan dalam e el

jangka waklu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya
I SKRDLB v () }



-
il
—

Apabila pengembalian kelebihar pembayaran retnbusi dilakukan setelah

jangka wakiu 2 (dua) bulan, gy
el » Bupati membenkan imbalan bunga sebesar
2% sebulan atas ketedlambatan pembayaran kelebihan lersebut

Pasal 22

(1) Pemohon pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara

lertulis kepada Bupat denionn sokurans-kiirananys manvebulEan
a. Nama dan alamat wajib rﬂll'ibu;ng anya ¥
b. Masa retnbusi

¢. Besamya kelebihan pembayaran
d. Alasan yang singkat dan jelas

() Permohonan pengembatian kelebihan pembayaran relribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos pencatat

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti saat permohonan diterima
oleh Bupati

Pasal 23

(1) Pengambilan kelebihan dilakukan dengan penerbitan surat perintah
membayarar kelebihan retribusi

(2} Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, pembayran dilakukan dengan cara pamindahbukuan dan
bukt pemindahbukuan juga sebagai bukti pembayaran

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Bupati dapat membenkan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diletapkan
Peraturan dan atau Keputusan Bupali.

BAB XVIl|
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluawarsa setelah melampui
jangka waktu 3 (liga) terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran, atau,

b. ada pengakuan untuk relnbusi dari wajib retnbusi baik langsung maupun

tidak langsung
BAB XIX
KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 26

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan alas pungutan retribusi

- sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini '




pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan sera pembukuan retribus

v,
(2} _epagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Bupali
BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 27

pemerintah Da_emh
a dibidang relribust
m Acara

(1) Pejabat Pegawai Neger Sipil tertentu dilingkungan
diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Huku
Pidana

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) adalah

a. Menenma, mencarn, mengumpulkan dan menelil _ketgrangan al:aL:
laparan berkenan dengan tindak pidana dibidang RE'II"I[?IILISI Daerah aga
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

mengenai orang

b. Menelti. mencar dan mengumpulkan keterangan :
bkl gables 2 yang dilakukan

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah

¢. Meminta keterangan dan alat bukti dan orang pn’l;;adi atau badan lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catalan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan pidana dibidang retribusi daerah

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukli
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan

penyilaan terhadap alat bukli tersebut.

{ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan lugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah

g. Menyuruh berhenti danfatau melarang, seseorang meninggalkan
ruangan atau tempal pada saal pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf &

h. Memotrel seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah

i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau sanksi,

j. Menghentikan penyidikan

k Melakukan lindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana retribusi daerah menurul hukum vang dapal
dipertanggungjawabkar,

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntul umum melalaui penyidik umum Kepolisian Republik Indeonesia
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX|
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang tidak
n'_IE!aksanakan ke-va;nbannya sehingga merugikan keuangan daersh diancam
Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3

(tiga) kali jumiah retribusi terutang yang lidak atau kurang dibayar.

e




BAB XXI|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam
teknis pelaksanaannya diatur lebih |
Bupati.

Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
anjut dengan Peraturan dan atau Keputusan

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berjaky pada tanggal diundangkan.

Pat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Agar setiap orang da
Peraturan Daerah inj
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal <2 - 9- 2010

BUPATI LEBONG,

ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
Padatanggal 23 - 9 _ 2010

SEKRETARIS DAERAH LEBONG.

ZAINUL AMIN YASIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR .7.....



